
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
s,Ji,,,,. 

PERATURAll BUPATI BO.JOIIBGORO 
JJOIIOR 20 TABUJJ 2012 

TBlffAJJG 

PBIAKSAJJAAJJ PEIIBERIAII' PDfJ&IIAJJ DAERAB 
no-JJ-ru~&- PBlfOUATAJJ IIODAL KBRJA U8AJIA TAJII TEIIBAKAU 

DI KABUPATU BOJOIO!:GORO 

Menimbang 

Meogjngat 

DMGAII RAIDIAT TUIIAJII YAJIG IIARA BSA 

BUPATI BO.JOJIEGORO, 

bahwa sebagai tindak Ian jut ketentuan dalam Pasal 3 ayat ( 1) 
burnf (e), Pasal 7 ayat (1) huruf ({) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 20/PMK.07 /2009 tanggal 13 Pebruari 
2009 lentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi 
Basil Cukai Hasil Tembakau dari Sanksi sttas Penyalahgunaan 
Alokasi Dana Bagi HasiJ Cukai Hasil Tembakau dan PasaJ 4 
buruf (e) Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, maka perlu 
menetapkan P,,laksanaao Pemberian Pinjaman Daerah 
uotuk Penguatan Modal Usaba Tani Tembakau di Kabupaten 
Bojonegoro deogan Peraturan Bupati Bojonegoro; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupateo dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diwnumkao pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undaog-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Tabuo 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telab diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 39 Tabun 2007 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahao 
Lembaran Negara Nomor 4755 ); 

3. Undang--Undang Nomor 17 Tabuo 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambaban Lembaran Negara Nomor 4286 ); 

4. Undang--Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
Peroerintaban Daerah (Lembaran Negara Tabun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telab diubah yang kedua kali deogao 
Undaog--Undang Nomor 12 Tabun 2008 ( Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Noroor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 lahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 



• 2 • 

6. Uodang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Pl:raturan Pcnmdang-1mdan~m 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Noma,- 82, 
Tambahan Lembaran Neg;ara Repub1ik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambab.an Lembaran Negara Nomor 
4578); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara 
Pcmerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintah, 
Pcmerintaban Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tarnbaban Lembaran Negara Nomor 4737 ); 

10. Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Oaerah 
sebaga.imana telab diubah terakhir dengan Peraturao 
Menteri Dalam Nega.ri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan 
San.ksi Atas Penyalabgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Tembakau s,,hagairoana telah diubab dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07 /2009; 

12. Pcraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

13. Peraturao Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 
lentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tcmbakau di Jawa Timur; 

14. Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 
188/463/KPTS/013/2008 tentang Pcdoman Kerja dan 
Pelaksanaan Tugas Pcmerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2009; 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tabun 
2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Oinas Kabupaten 
Bojonegoro sebagaimana Lelah diubab yang kedua kaJi 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 
Tahun20ll; 

17. Peraturan Bupati Nomor 3 Tabun 2009 lentang Togas 
Pokok dan Fungsi Oinas Kabupaten Bojonegoro 
sebagaimana telab diubab yang kedua kaJi dengan 
Pcraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012; 

18. Pcraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Perunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Upaya 
Khusus Peningkatan Muru clan Produktivitas Tembakau di 
Kabupalen Bojonegoro; 

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tabun 2012 tentang 
Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Temba.kau Di Kabupaten Bojonegoro 



Menetapkan 
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IIEIIUTOSKAlf : 

PBRATURAII' BUPATI TEIITAKG PELAKSAIIAAK 
PBIIBBRIAll' l'DtJAIIAK DABRAB 01110& PEJIIGOATAK 
MODAL KERJA lJ8ABA TAM T'BIIB4K4U DI KABUPATE!f 
BOJOIIEGORO. 

BABI 
PEL.\KSAllAAK PBIIBBRIA1I PlllJ'AIIAK DA£RAB 
OlltOK PBJIGUATAK MODAL KBRJ'A U&\HA TAM 

TENB4K4U 

Pasall 

Ill Sumber dana Pbnberian Pinjaman Daerah untuk Pe:nguatan 
Modal Kerja Usaba Tani Tembakau adalab dari Anggiuan 
Pendapatan dan Belanja Oaerab Kabupa1e:n Bojonegoro yang 
berswnber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

(21 Pl=beriao Pinjaman Daerab untuk Pe:nguatan Modal kerja 
Usaha Tani Tembakau dilaksaoa!rno melalui kerja sama 
aotara Dinas Pemutanao dao Perkebunan Kabupa1en 
Bojooegoro dengan Bank Pe:mbaogunan Daerah Jawa Timur 
Cabaog Bojonegoro yang clituangkao daJam bentuk l'lzjanjian 
KerjaSama. 

Pasal 2 

Tujuao Pemberiao Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal 
Kerja Usaba Tani Tembakau adalah unruk : 
a Memperkuat modal pelaku usaba tani tembakau dalam 

mengembangkan usaba Agribisois; 
b. M.-oiogkatkan mutu dao pmduktivitas tembakau serta 

pendapatan pelaku usaha tani tembakau; 
c. Meningkatkan kemandirian dao kerjasama kelompok 

sehiogga menjadi kelompok yang tangguh; 
d . Peoguatan ekonomi masyarakat di lingkungao daerah 

pengbasil tembakau untuk meodorong pertumbuban 
ekooomi daerab. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Pinjaman Oaerah untuk Penguatan Modal 
Kerja Usaha Tani Tembakau meliputi : 
a . Plemberian Piojaman Oaerah untuk Penguatan Modal 

Kerja Kegiatan Budidaya Tembakau ( On Jann); 
b . Pemberian Piojaman Daerah untuk Penguatan Modal 

Kerja Pembelian dan Pengolaban Tembakau ( Off Jann 1-
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Pasal4 

sasaran Penerima Pinjaman adaleb kelompok tani dan 
Pengusaba temba.keu yang telab ada dan menjaleokeo usaba 
tani tembakau dengan prioritas ,YW'.lg memtliki keodala modal 
karena terbatasnya ekses terhadap sumber pennodalan 
entara Iain : 
a_ Kelompok tani tembakau, pengusaha pcngoven dan 

pengusaba rajangan tembekau yang tclah ditetepkan 
dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro untuk 
menerima pinjaman Daerab; 

b. Proses scleksi kelompok tani dan pengusaba tembakau 
calon penerima pinjaman dilakuk:an bersama oleb Tim 
Teknis Dinas Perbutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Bojoncgoro dan pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Cabang Bojonegoro; 

c. Proses seleksi dilalrukan secara terbuka, ditetapken 
sec81'8 musyawerah atas dasar kepentingan peoingJcatan 
mutu dan produktifitas tembakau. 

Pasal 5 

Caloo Penerima Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal 
Kerja Usaha Tani Tembakau barus memenuhi kriteria : 
l - Pinjaman daerah untuk penguatan modal kerja kegiatan 

budidaya (On Farm I adalah : 
e. Kelompok tani tembakau yang sudah ada dan al<tif, 

berpengaJaman, bukan bentukan baru, dapat di percaya 
serta mampu mengembenglam usaba tani melalui 
lrerjasama kelompok. dan luas areal minimal 10 Ha; 

b. Kelompok yang bcrsangkutan tidak bermasalah dengan 
perbankan, kredit ateu sumber pcnnodaJan lainnya; 

c. Anggota kelompok adaJah pelaku usaba tani yang 
berpotcnsi clan benninat meajadi penggerak dalam 
mendorong peningkatan mutu den produktivitas 
tembakau untuk mewajudkan kesejahteraan 
masyarakat secara luas; 

<l Anggota kelompok memiliki kesnJitan dalam ~k:ses 
sumber permodaJan kome. siaJ !1Cbiogw, sulil uotuk 
menerapkan reknmendasi teknologi anjuren secara 
penuh_ 

2. Pinjaman Oaerah untuk Penguatan Modal Kerja Kegiatan 
Pembelian den Pengolaben (Off Farm) adalab : 
a. Pengusaba tembakau yang telah eksis dan aktif, 

berpengalamen, dapat dipercaya serte mampu 
mengembangkan usaha melalui kemitraan dengan 
pabrik/ pengusaha tembaka.u lainnya; 

b. Pengusaba tembakau yang bersangkutan 
mempunyai binaan kelompok tani tembekau minimal 
seluas IO (sepuluh) Ha; 

c. Pengusaba tembakau yang bersangkuten adalah 
pelaku usaha yang berpotensi dan benninat menjadi 
penggerak dalam mendorong perkembengan usaba 
agribisnis dan memanfaatken peluang pasar 
tembekau. 
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PasaJ 6 

(11 Tata cara seleksi calon Penerima Pinjaman didasarkan 
kepada prioritas pengembangan pertembakauan wilayah 
sentra tanaman tembakau dan usulan/proposal dari 
kelompok tani atau Pengusaba tembake• • . 

(2) Proses seleksi calon penerima pinjaman dilakukan secara 
bertahap: 
a. Seleksi Tabap I (short list), aspek peni]ai.an adalah 

mengenai kelengkapan persyaratan admioistrasi 
sesuai kriteria yang ditentukan ; 

b. Seleksi Ta.hap Il Tim Telmis melakukan penilaian 
terbadap usulan/proposal/reocana usaha dari calon 
penerima pinjaman, proposal/rencana usaha 
setidalmya memuat : 
l) Kelompok Tani 

a) Diskripsi usaha kelompok saat ini. 
bl Sumber daya dan sarana yang telab dimj)jki 

kelompok. 
c) Potensi yang dapat dikembangkan. 
d) Rencana usabayang akan dilakukan. 
e) Kelayakan rencana usaha dao prospek 

pasarannya. 
I) Besarnya anggaran yang dibutuhakan 

untuk pengembangan usaba. 
g) Foto Copy KTP, Agunao 

2) Pengusaha Tembakau 
a) Diskripsi usaba saat ini. 
b) Sumber daya den sarana yang telah dimiliki 

Pengusaba. 
cl Potensi yang dapat dikembangkan. 
d) Rencana usaba yang akan dilakukan. 
e) Kelayakan rencana usaha dan prospek 

pemasaran. 
I) Besamya anggi,ran yang chbutuhkao untuk 

pengembanga,, usaba 
g) Foto Copy KTP,NPWP, TOP, SWP. 
h) Foto Copy Agunao. 

Pasal7 

Betdasarkan Hasil seleksi Tim Teknis dan Bank 
Pembangunan Daereh Jaws Timur Cabang Bojonegoro 
terhadap caloo peminjam yang dituangkan dalam Betita 
Acara, selanjutnya Kepala Dinas Plrrbutanao clan Perkebunan 
Kabupaten Bojoncgoro berdasarlam Serita Acara tersebut 
mengusulkan Kepada Bupati Bojonegoro untuk diterbitkan 
Surat Keputusan Bupati Bojonegoro ten tang penetapan 
Penerima Pinjaman Oaereh untuk Penguatan Modal Kerja 
Usaha Tani Tembakau di Kabupaten Bojonegoro. 
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BABU 
PBIIGAJUA!I, PEIIYALURA!I, PBl(t,Bl(RAJ,JA" PDLJAMAJI 

Pasal 8 

(11 Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Bojonegoro menguasakan kepada Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang ctiruangkan 
dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas 
Perhutanan clan Perlcebunan Kabupaten Bojonegoro 
dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 
Bojonegoro mengenai pelakseoaao pengajuan, 
pcnyaluran, penyjmpanao surat jaminan dan 
pengembalian pinjaman. 

(2) Bank Pembaoguoao Oaerah Jawa Timur Cabang 
Bojonegoro menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerja 
Sama dengan peminjam mengenai J>Plaksaaa"Jl 
pcnyaluran, pcnyjmpanan swat jaminan, pengembahlcan 
pinjamao dan jasa Bank sesuai dengan kesepakatan 
bersama aotara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
Cabaog Bojoncgoro dengan peminjam. 

PasaJ 9 

Proses pengajuao Pinjaman Daerah dilalcukan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
I . Kelompok tan.i atau Pengusaha tembakau menyusun 

Rencana Usaha Kegiatan (RUX) sesuai ketentuan dan 
selanjutnya ctiusulkan kepada Kepala Dinas Perhutanao 
dao Perkebunao Kabupaten .Bojonegoro. 

2. Kelompok tan.i atau Pengusaha tembakau calon pcnerima 
pinjamao daerah membuka rekening tabuogao pada 
Kantor Cabaog/Cabaog Pembaotu Bank Jatim terdekat 
dan menyerahkan foto copy rekening ke Oinas 
Perhutanan dan Perkebuoao Kabupaten Bojooegoro. 

3. Kelompok tan.i atau Pengusaha tembakau membuat Surat 
Pemyataao Kesaoggupan meng,,mbahlcan pinjamao 
daerah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta 
menyerahkan jaminan daJam benluk sertifikal/BPKB 
atau surat berharga Jainnya. 

4 . Sertifikat atau BPKB yang Oijaminkan, didallarkan ke 
Notaris untuk dibuatkao akta Notaris dao segala biaya 
yang timbul alaoat pembuatan akta tersebut menjadi 
taoggungjawab yaog barus dil>ayar Peminjam. 

5. Sertifikat atau BPKB yang dijaminkan disimpan di Bank 
Pembangunao Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro 
dan dikcmbalik:an setclah pdnnasan pinja.man. 

6. Dinas Perhutanan dao Perlcebunan Kabupaten 
Bojonegoro meneliti kelengkapao berkas pengajuao 
peneairan daoa masing-masing ealon penerima pinjamao 
sesuai dengan persyaratao, selaojutoya mengajukao 
Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) ke 
Badao Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro. 
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Pasal 10 

(1) Penyaluran Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal 
Ke.rja Usabatani t"mbaJam dilaksanakan setelah 
penandatanganan Surat Pl:rjanjian antara Bank 
Pembangunan Daerah Jaws Timur cabang Bojonegoro 
sebagai penerima lruasa dari Dinas Perhutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dengan Peminjam. 

(21 Penyaturan Pinjaman 0-derah untuk Penguatan Modal 
Kerja Usahatani tembakau ditransfer Jangsung ke 
rekening peminjam oleh Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Kekayaan Daerah Kabupalen Bojonegoro lewat Bank 
Pembangunan Daerah Jaws Timur Cabang liojonegoro. 

(3) Jumlah Dana Pinjaman yang disalurkan sesuai dengan 
daftar yang telab ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Bupati Bojonegoro. 

PasaJ 11 

(11 Pengembalian Dana Pinjaman Daerah yang dipinjamkan 
kepada Kelompok Tani untuk penguatan modal kerja 
kegiatan budidaya tembakau (On Fann) dikembalikan 
lunas setelah musim panen tembakau selesai paling 
Jambat tanggal 30 Nopember tahun berkenaan. 

(2) Pengembalian Dana Pinjaman Daerah yang dipiajamkan 
kepada Pengusaha tembakau untuk pengualan modal 
kcrja pembclian dan pengolahan tembakau (Off Fann) 
dikembalikan lunas atau sckurang- kurangnya 50% dari 
pokok pinjaman pada tanggal 30 Nopcmbcr bcrkcnaan 
dan sisanya dJbayar Junas paling lambat tanggal 31 Maret 
Tabun bcrilrutnya. 

(31 Pengembalian Pinjaman Daerah dilakukan seau-a 
Jangsung oleh Peminjam kepada Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang selanjutnya 
oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 
Bojonegoro seau-a langsung disetor ke Kas Daerah pada 
hari yang sama. 

BAB m 
PEIIAJWAATAlf DAlf PBRTAlfGGUKGJAWABAJI 

DAlfA PllfJ AIIAJI DAERAB 

Pasal 12 

Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Modal 
Daerah adalab : 
l. Pemanfaatan dana Pinjaman Daerah untuk kegiatan 

budidaya tembakau (on Jann) diantaranya dipergunakan 
untuk pengadaan sarana prnduksi sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Usaha Kegiatan. 
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2. Pengadaan sarana produksi dise,iuailcan <leogao jeois dao 
jumlah sarana produksi berdasarkao mu.syawarah 
aoggota Kelompok. 

3. Pemaolaatao dana pinjaman daerab yang diguoa.kao 
uoru.k memperkuat modal kerja peogusaha tembakau 
(off farm} diantaraoya diperguoakao uotuk pembelian 
dauo basah, dauo rajaogao, krosok, maupun uoluk 
proses peogolahmi tembakau. 

4. Peoerima pinjaman daerah bertanggungjawab atas 
pengelolaan, peoyaluran dan pengembalian pinjaman 
daerab tepat pada waktu yang telah ditentukao di dalam 
Surat Perjanjian Pcmberian Pinjaman. 

BAB IV 
PBIIBillAAII', IIOIOTORIIIG, EVALOASI DAIi PBLAPORAII 

Pasal 13 

(1) Dioas Perhutanan dao Perkebuoan Kahupaten 
Bojonegoro bersama Tim Teknis Pinjaman Daerab wajib 
melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi 
kepada kelompok taoi dan Pcngusaha tcmbalcau sccara 
berkelanjutan sehingga kelompok tani dan Pcngusaha 
Tembakau mampu meogembangkao usahanya. 
Selanjutnya Dioas Perhutanan dan Perkebuoan 
Kabupaten Bojooegoro melaporkao perkernbangao 
kepada Bupati Bojonegoro. 

(21 Bank Pembangunan Daerab Jawa Timur Cabaog 
Bojonegoro wajib melaporkan setiap bulan tentang 
perkembaogao realisasi, angsuran dan umggakao 
piojaman Daerah kepada Bupati Bojonegoro dengan 
tembusan Kepala Badan Peogelolaan Keuangan dao 
Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kepala 
Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Bojooegoro selambat lambatnya tanggal 10 {sepuluh). 

BAB V 
PEJIUTUP 

Pasal 14 

(I) Segala biaya yang dikeluarkan uotuk o:>Plaksaoakao 
kegiatan Tim sebagairoaoa <limaksud dalaro Pasal 13 ayat 
(11 dJoebankan pada Aoggaran Peodapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bojonegoro. 
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(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Bojoncgoro Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk l',,laksanaan Pl:mberian Pinjaman Daerah 
Untuk Penguatan Modal Usahatani Tembakau di 
Kabupaten Bojonegoro s,,hagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bojoncgwo Nomor 18 Tahun 2010, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlalru lagi. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan 
peogundangan Peraturan Bupati ini denlJIUl penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Diletapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 26 Maret 2012 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

B. SUYOTO 

Diundangkan di Bojooegoro 
pada tanggal 26 Maret 2012 

SEKRETARJS DAERAB KABUPATEII BOJOXEGORO 

ttd. 

SOEBADI IIOELJ01'0 

BBRITA DAERAB KABUPATEII BOJOIIBQORO TABU1' 2012 1'0.IIOR 20. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19600131 198603 l 008 


